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NASIONAL

Janji Akomodasi Klausul Pemerkosaan dan Aborsi

Ketiadaan klausul pemerkosaan dan pemaksaan aborsi dalam RUU TPKS yang baru disahkan akan dilengkapi lewiat revisi KUHP. DPR memastikan kedua kejahatan iu ada
dalam revisi KUHP.
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Menteri Bintang Puspayoga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 12 April 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

- Pemerintah berjanji memasukkan klausul pemerkosaan dan aborsi dalam revisi KUHP.

- Pemerintah telah memetakan tindakan kejahatan seksual.

- DPR menyebutkan sudah ada reqgulasi soal pemerkosaan dan pemaksaan aborsi dalam revisi KUHP.

JAKARTA Pemerintah berjanji akan memperjuangkan aspirasi publik untuk
mengakomaodasi klausul pemerkosaan dan pemaksaan aborsi dalam revisi Kitab
Undang-Undang ITukum Pidana (KUIIP). Seusail pengesahan Rancangan Undang-
Undang Tindak Pidana Kekerasan.Seksual (RUTEPKS). Wakil Menteri ITukum
dan Iak Asasi ManusiaEdward Omar Sharif IHiarie) mengatakan telah
menampung masukandnasyvarakat sipil untuk menvempurnakan rumusan

mengenai aborsi dan pemerkosaan tersebut,

“Jadi. kejahatan seksual itu bisa ditanggulangi secara komprehensif.” kata
Edward. kemarin. Dia mengatakan Pasal ¢ avat 2 Undang-Undang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual sudah memasukkan klausul pemerkosaan sebagai tindak

pidana kekerasan seksual. Namun deliknyva diatur dalam KUIIP.

Pasal 4 avat 2 Undang-Undang Kekerasan Seksual berbunyi."Tindak pidana
kekerasan seksual juga meliputi: pemerkosaan. perbuatan cabul. persetubuhan
terhadap anak. perbuatan cabul terhadap anak. dan/atau eksploitasi seksual
terhadap anak. hingga perbuatan melanggar kesusilaan vang bertentangan

cdengan kehendak korban.”

Edward mengatakan berbagail bentuk kejahatan seksual
UU TPKS dapat menggunakan hukum acara di UU tersebut. *“Unt

mempermudah pembuktian pemerkosaan dan aborsi vang sudah diatur dalam
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UU TPKS dapat menggunakan hukum acara di UU tersebut. “Untuk
mempermudah pembuktian pemerkosaan dan aborsi vang sudah diatur dalam
rancangan KUIIP vang akan disahkan selambat-lambatnyva pada Juni 2022,

ujarnya.

dibutuhkan publik.“Ini adalah langkah maju vang sudah lama ditunggu-tunggu
untuk melindungi hak-hak korban kekerasan seksual." kata Direktur Eksekutif

Amnesty International Indonesia, Us

S 1N mengatakan k ekurangan | I'PKS mestil disen irnakan dengan
memastikan sal sal tentang pemerkosaan dalam revisi KUIIP sejalan dengan
ndang 1dang tersebut dan mengutamakan hak-hak korban. “Pemerk 1an dan
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pemaksaan aborsi. vang pernah masuk dalam draf sebelumnva. dikeluarkan untuk
menghindari tumpang-tindih dengan RKUIIP vang saat ini masih dibahas DPR.”

ujarmya.

Anggota Komisi [Tukum DPR, Arsul Sani, mengatakan pengaturan soal
pemerkosaan telah diatur sebagai tindak pidana dalam KUIP Klausul tersebut
bakal ditegaskan lagi dalam revisi KUIP vang telah disetujui dalam pembahasan
tingkat satu.“Demikian pula aborsi. vang merupakan tindak pidana dengan
pengecualian seperti vang diatur dalam#ndang-Undang Kesehatan,” ujar

politikus Partai Persatuand@mbangunan itu.

Klausul aborsi, Arsulfielanjutkan. tertiang dalanrpasal perihal tindakan
terlarang di Undang-Undang Kesehatan-vangmelipiitl pemaksaan perempuan
melakukan aborsi. “Tidak ada masalab®Karena semua fraksi juga sudah setuju.”
kata dia.

Menurut dia, hal-hal vang diminta Koalisl masyvarakat sipil untuk dimuat dalam
RUU TPKS sudah tertuang seluruhnyva di KUIP. Legislator belum berencana
memasukkan daftar isian masalah baru terkait dengan adanva masukan tersebut.
Arsul mengatakan klausul soal rumusan pemerkosaan nantinva bisa ditambahkan
dalam penjelasan tanpa harus membongkar pasal di revisi KUIP.

IMAM HAMDI! | DEWI NURITA

ZDPR  #Revisi KUHP |KUHAP  zkekerasan seksual = #Pemerkosaan  ZRUUTPKS
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